
  

WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat 

Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. 

: Ta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4060), 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494),
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), 

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 191), 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG 

PEMBENTUKAN  UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA 

GORONTALO. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. 

2. 

Daerah adalah Kota Gorontalo. 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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Walikota adalah Walikota Gorontalo. 

Dinas Kesehatan Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut Dinas adalah 

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang kesehatan. 

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat 

Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. 

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Timur, 

b. Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Selatan, 

c. Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Utara, 

d. Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tengah, 

e. Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Barat, 

f. Pusat Kesehatan Masyarakat Piloloda, 

g. Pusat Kesehatan Masyarakat Dungingi,
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h. Pusat Kesehatan Masyarakat Sipatana, 

i. Pusat Kesehatan Masyarakat Dumbo Raya, dan 

j. Pusat Kesehatan Masyarakat Hulonthalangi. 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 3 

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 4 

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk 

mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka 

mendukung terwujudnya kecamatan sehat. 

Pasal 5 

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah 

kerjanya, dan 

b. penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama 

di wilayah kerjanya.



(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

-5- 

BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 6 

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat 

terdiri atas : 

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis, 

b. Kepala Tata Usaha, dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

Bagian Kedua 

Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Pasal 7 

Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf a adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan yang 

diberikan tugas tambahan. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai 

tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, 

Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat 

Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Pemerintah/Swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas Pusat 

Kesehatan Masyarakat, 

b. mengupayakan peningkatan mutu dan penjaminan mutu pelayanan, 

Ih
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c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 

fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat, dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bagian Ketiga 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 8 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit 

Pelaksana Teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 

yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk. 

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan. 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 9 

Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. 

(1) 

Pasal 10 

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas, 

menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang 

berkaitan dengan fungsinya.
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(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk dalam pelaksanaan tugas. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 11 

Peraturan Walikota ini akan dilakukan penyesuaian sampai dengan 

diterbitkannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 17 Maret 2017 

WALIKOTA coronmato, 

h 
MARTEN A. TAHA 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 17 Nayet 2017 

Plt. SEKRETARIS GORONTALO, 

ZAINUDDIN RAHIM 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 1



LAMPIRAN 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 17 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBENTUKAN  UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO 

  

Kepala Unit Pelaksana 
Teknis 

  

  

      
  

    Kepala Tata Usaha 

Kelompok Jabatan 
  

Fungsional 

  

WALIKOTA cogomuol 

MA A. TAHA


